
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
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BUPTI KLUNGKUNG 

Menimbang: 

Mengingat: I 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor I Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang enjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2041 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan 4PBD Tahun Anggaran 2011 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655 ); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sehagammana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peruhahan Atas 
hndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenang Pajak Bumi dan Bangunan t 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. ambahan 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Thun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851). 

+. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tLembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem»baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Vegar. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Fambahan 

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratran 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 200 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 43891 

77 



7. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 200+ tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.4 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 44211 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sbagaimana telah 
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

I0. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438 ); 

I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50.49 ) 

12, Peraturan Pemerintah Nomor I08 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4027 : 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan cangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028 ): 

14, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokole 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeral 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 )sebag:mana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan \nggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ): 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans 
emerintahan t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 

perturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinraman Daeralt 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ). 

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ). 

o Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Intormas 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 005 Nome 
138. Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non:or 4567 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang [Hihah t Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577 1 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4585 ), 

23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Thun 2005 tentang Pedoman Pembinaan d.an 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 45903 ): 

24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 
2006 Nomor 25 , Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614 ); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalamn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Ats 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang 'rusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kaba.paten 
Klungkung Nomor 2. 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahu 2008 tentang 
Pokok--pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2008 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor +) 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor S Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung tlembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5), 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun u0 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP1PD) Kabupaten 
Khungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten K lungkung Tahun 
2010 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomot 
5) 

3I. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD Kabunpaten 
KIngkung Tahun 2008-2013 (L.embaran Daerah Kabupaten Kung#ung Tahun 
2010 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klngkung Nomor 
6). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANOGARA 
PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas 

I. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Rp 32159.730.571,61 

Rp. 366.637.385.998,00 

RD. 55920768 525,94 

Belanja 

Jumlah Pendapatan Rp. 454 717 385.095.55 

a Belanja Tidak Langsung 

1 \ Belanja Pegawai Rp 505 335 823 092.62 

2 Belanja Bunga Rp 0.00 

3 Belania Subsidi Rn 0.00 

) Belanja Hibah Rp 8.15 735 000.00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 9.330.882 298.13 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 824 130.783.47 

7 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.178.622 005.83 

8) Belanja Tak Terduga Rn. 753 500,000.00 

Rp 511 , 
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b Belanja Langsung 

I I Belanja Pegawai Rp. 

2 Belanja Barang dan Jasa Rp 

3 Belanja Modal RD 

10.896.510.701.87 

77.5395 738.404.60 

82.804 062 809.00 

Rp 171096 311.915.47 

Jumlah Belanja 

(Defisit) 

R; 511671005.095,55 

RD (56953620.009.00y 

Pembiayaan 

Penerimaan 

b. 

Rp 57.303.620.000.00 

Rn 350000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp 0.00 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini 

Peniabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampnran II 
Peraturan Bupati ini 

Pasal + 

L.ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasa! 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati int. 

Pasal i 

Pelak sanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku 
surut sejak tanggal I Januari 2011 
\gar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat mt dalam Benita 
Daerah Kabupaten Klungkung. 

TEN KLUNGKUNG, 

Diundangkan di Semarp 
pada tanggal I0 taret 20t 

SE er ERAH KAI 
, 

,_ .. _ . . ·s · ,R)� 
y 

BE(GAER~H KABUPTEN KLUNGKUNG TAHUN 20I NOMOR 6 
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